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Abstrak 

Indonesia adalah negara kepulauan yang kesatuan ekonominya dibentuk oleh laut, tetapi kebijakan 
pembangunannya masih sering memakai logika kontinental: pertumbuhan dipusatkan di beberapa 
daratan besar, konektivitas dipahami terutama sebagai pemindahan barang, dan ekosistem pesisir 
diperlakukan sebagai ruang sisa. Artikel ini merumuskan ekonomi kepulauan sebagai model 
pembangunan yang mengintegrasikan arus manusia, barang, energi, pengetahuan, dan jasa ekosistem 
di dalam batas daya dukung setiap pulau dan bentang laut. Pembahasan meliputi karakter insularitas, 
metabolisme pulau, ketahanan pangan-air-energi, ekonomi biru, perikanan skala kecil, mangrove, 
lamun, terumbu karang, pelabuhan hijau, logistik rendah karbon, pariwisata, ekonomi sirkular, kota 
pesisir, pulau kecil terluar, pengetahuan adat, keadilan antarpulau, tata ruang darat-laut, pembiayaan 
biru, akuntansi ekosistem, teknologi digital, dan adaptasi iklim. Analisis menegaskan bahwa 
pembangunan kepulauan tidak dapat diseragamkan karena setiap pulau memiliki ukuran, 
keterisolasian, cadangan air, kerentanan bencana, struktur mata pencaharian, dan kapasitas 
kelembagaan yang berbeda. Model yang diusulkan menggabungkan standar nasional dengan 
perencanaan berbasis pulau, gugus pulau, daerah aliran sungai, dan wilayah pengelolaan perikanan. 
Kemajuan dinilai bukan hanya melalui PDB dan volume logistik, tetapi juga kesehatan ekosistem, 
keterjangkauan layanan dasar, retensi nilai lokal, ketahanan terhadap guncangan, dan keadilan 
distribusi. Kesimpulannya, kelangsungan ekologi merupakan infrastruktur utama ekonomi kepulauan; 
tanpa laut yang sehat, pesisir yang terlindungi, air yang cukup, dan komunitas yang berdaya, integrasi 
nasional kehilangan fondasi materialnya. 

Kata Kunci: ekonomi kepulauan; kelangsungan ekologi; ekonomi biru; daya dukung pulau; tata 

kelola pesisir; ketahanan iklim; keadilan antarpulau; Indonesia 

Pendahuluan: Membaca Indonesia dari Laut dan Pulau 

Indonesia lazim disebut negara kepulauan, tetapi sebutan itu sering berhenti sebagai fakta geografis 

dan semboyan geopolitik. Dalam praktik ekonomi, pulau-pulau masih kerap dipandang sebagai 

lokasi sumber daya, pasar yang jauh, atau simpul yang harus dihubungkan dengan pusat 

pertumbuhan. Laut ditempatkan sebagai jarak yang perlu dilampaui, bukan ruang kehidupan yang 

menghubungkan masyarakat, mengatur iklim, menghasilkan pangan, menyimpan karbon, dan 

membentuk identitas. Akibatnya, kebijakan sektoral memisahkan daratan dari perairan, 

pembangunan pelabuhan dari kesehatan pesisir, serta produksi komoditas dari kapasitas ekologis 

pulau. 
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Ekonomi kepulauan menawarkan titik berangkat yang berbeda. Pulau dipahami sebagai sistem 

sosial-ekologis dengan batas yang relatif jelas, ketergantungan tinggi terhadap arus eksternal, dan 

kerentanan yang dapat meningkat cepat ketika cadangan air, lahan, energi, atau biodiversitas 

menurun. Sebuah proyek yang tampak kecil menurut ukuran nasional dapat menjadi sangat besar 

bagi pulau berukuran terbatas. Karena itu, skala kegiatan harus dibandingkan dengan daya dukung 

lokal, kemampuan pengelolaan limbah, ketersediaan air, risiko bencana, dan hak masyarakat. 

Laut dalam kerangka ini bukan halaman belakang daratan. Ia merupakan infrastruktur ekologis dan 

ekonomi yang menyediakan konektivitas, protein, pekerjaan, perlindungan pesisir, jalur budaya, dan 

peluang inovasi. Namun laut juga menerima sedimen, nutrien, plastik, bahan kimia, dan emisi dari 

kegiatan di darat. Hubungan hulu-hilir tersebut menuntut perencanaan yang melampaui batas 

administrasi. Pengelolaan sebuah teluk, terumbu, atau wilayah tangkap tidak akan berhasil bila 

daerah aliran sungai, kota, pertanian, industri, dan pelabuhan bergerak dengan tujuan yang saling 

bertentangan. 

Pembangunan berkelanjutan di negara kepulauan karena itu bukan sekadar membagi proyek secara 

merata. Keadilan antarpulau berarti warga di pulau kecil memperoleh layanan dasar, konektivitas, 

pendidikan, kesehatan, energi, dan kesempatan ekonomi yang layak tanpa dipaksa menerima 

beban ekologis yang tidak proporsional. Ia juga berarti nilai dari ikan, pariwisata, mineral, karbon 

biru, dan jasa ekosistem tidak seluruhnya keluar dari wilayah, melainkan membangun kapasitas 

lokal, kepemilikan, teknologi, dan ketahanan fiskal. 

Artikel ini mengembangkan model yang menempatkan kelangsungan ekologi sebagai fondasi 

produktivitas jangka panjang. Model tersebut tidak menolak industri, perdagangan, pariwisata, atau 

infrastruktur, tetapi mensyaratkan bahwa setiap kegiatan membaca batas pulau dan bentang laut, 

menginternalisasi biaya pemulihan, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan kemampuan 

masyarakat menghadapi perubahan iklim. Indonesia hanya dapat menjadi poros maritim yang 

tangguh apabila pulau-pulaunya hidup, lautnya produktif, dan hubungan antarpulau dibangun 

sebagai jaringan saling memperkuat. 

1. Ekonomi Kepulauan sebagai Paradigma Pembangunan 

Ekonomi kepulauan menempatkan pulau, gugus pulau, dan bentang laut sebagai satuan analisis 

pembangunan. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang dianggap 

bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak terlihat. Dalam 

ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas administrasi, melainkan 

meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan laut serta pulau dengan 

pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari output tahunan; ia harus 
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dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, belajar, beradaptasi, dan 

pulih. 

Secara mekanistik, kinerja wilayah dibentuk oleh keterhubungan arus material, manusia, modal, 

pengetahuan, dan fungsi ekologis. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada harga, 

kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang memperkuat 

atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, insentif, 

keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari kebiasaan 

memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, nilai ekonomi tidak hanya lahir dari produksi di darat, tetapi juga dari 

konektivitas dan kesehatan laut. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat 

menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di 

masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak 

dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar 

pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, 

pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, indonesia memerlukan koreksi terhadap bias kontinental dan pemusatan 

pertumbuhan pada beberapa pulau besar. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain yang 

tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber 

daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 

karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: perencanaan nasional harus menilai dampak kebijakan terhadap 

jaringan pulau dan laut secara terpadu. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, 

baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi 

sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 

Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 

ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Istilah kepulauan dapat menjadi simbol kosong bila anggaran, 

data, dan kewenangan tetap berorientasi daratan. Klaim yang baik harus dapat menjawab: 

dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa 

lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih 

sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 
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perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil ekonomi kepulauan sebagai paradigma pembangunan tidak 

selalu mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

2. Insularitas, Skala, dan Batas Biofisik 

Insularitas menciptakan keterbatasan ruang sekaligus peluang untuk mengelola hubungan sumber 

daya secara terlihat. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang 

dianggap bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak 

terlihat. Dalam ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas 

administrasi, melainkan meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan 

laut serta pulau dengan pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari 

output tahunan; ia harus dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, 

belajar, beradaptasi, dan pulih. 

Secara mekanistik, ketersediaan air, lahan, energi, kapasitas limbah, dan akses pasar membentuk 

ambang berbeda pada setiap pulau. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada 

harga, kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang 

memperkuat atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, 

insentif, keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari 

kebiasaan memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan 

hubungan. 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Ekonomi Kepulauan dan Kelangsungan Ekologi: Model Pembangunan Berkelanjutan untuk 
Indonesia 

7 

Dari perspektif ekonomi, kegiatan berskala kecil secara nasional dapat melampaui daya dukung 

pulau dan menimbulkan biaya yang sangat besar. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari 

biaya privat menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi 

kewajiban di masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan 

produktivitas tidak dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk 

yang tersebar pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran 

pembiayaan sabar, pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, pulau kecil indonesia membutuhkan klasifikasi fungsional berdasarkan 

ukuran, keterisolasian, ekologi, dan penduduk. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain yang 

tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber 

daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 

karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: izin dan investasi harus memakai neraca daya dukung serta skenario 

kumulatif, bukan hanya analisis proyek tunggal. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, 

jadwal, baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji 

model, tetapi sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan 

dapat diperbaiki. Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba 

dengan hasil ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai 

informasi, waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Ambang biofisik dapat disalahgunakan untuk membatasi hak 

warga bila kebutuhan dasar tidak dijamin. Klaim yang baik harus dapat menjawab: dibandingkan 

dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa lama hasil 

bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih sederhana telah 

dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari perubahan menjadi 

jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil insularitas, skala, dan batas biofisik tidak selalu mengikuti 

kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, pembentukan 

kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara beberapa keputusan 

dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu menggabungkan 

indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. Pembiayaan serta 

kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa mengurangi 

akuntabilitas terhadap tujuan. 
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Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

3. Metabolisme Pulau dan Ketergantungan Arus 

Metabolisme pulau memetakan aliran pangan, air, energi, material, uang, dan limbah yang masuk 

serta keluar. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang dianggap 

bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak terlihat. Dalam 

ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas administrasi, melainkan 

meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan laut serta pulau dengan 

pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari output tahunan; ia harus 

dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, belajar, beradaptasi, dan 

pulih. 

Secara mekanistik, ketergantungan impor dapat menciptakan kerentanan harga, sementara ekspor 

komoditas sering menguras stok alam. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada 

harga, kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang 

memperkuat atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, 

insentif, keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari 

kebiasaan memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan 

hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, efisiensi ekonomi harus dinilai melalui retensi nilai lokal dan pengurangan 

kebocoran material maupun pendapatan. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya 

privat menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban 

di masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak 

dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar 

pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, 

pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks wilayah kepulauan tropis Indonesia, banyak pulau indonesia mengekspor bahan 

mentah tetapi mengimpor pangan olahan, bahan bakar, dan barang dasar. Keragaman biofisik dan 

sosial menuntut desain yang tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, 
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standar minimum, dan sumber daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi 

pelaksanaan terhadap karakter tempat. Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; 

justru ia membuat target lebih realistis karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, 

dan kapasitas implementasi yang sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: neraca metabolisme perlu menjadi dasar strategi substitusi cerdas, 

sirkularitas, dan diversifikasi ekonomi. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, 

baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi 

sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 

Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 

ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Swasembada total tidak realistis; tujuan yang tepat adalah 

interdependensi yang aman dan berkeadilan. Klaim yang baik harus dapat menjawab: dibandingkan 

dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa lama hasil 

bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih sederhana telah 

dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari perubahan menjadi 

jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil metabolisme pulau dan ketergantungan arus tidak selalu 

mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 
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4. Daya Dukung, Daya Tampung, dan Ambang Perubahan 

Daya dukung menunjukkan kemampuan menyediakan sumber, sedangkan daya tampung 

menunjukkan kemampuan menerima tekanan. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan 

membentuk apa yang dianggap bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa 

yang dibuat tidak terlihat. Dalam ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau 

batas administrasi, melainkan meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau 

dengan laut serta pulau dengan pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya 

dari output tahunan; ia harus dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan 

fungsi, belajar, beradaptasi, dan pulih. 

Secara mekanistik, ambang ekologis dapat terlampaui secara perlahan lalu memicu perubahan 

mendadak yang sulit dipulihkan. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada harga, 

kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang memperkuat 

atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, insentif, 

keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari kebiasaan 

memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, biaya pencegahan umumnya lebih rendah daripada kehilangan air, pantai, 

perikanan, dan aset pariwisata. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat menuju 

biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di masa depan 

apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak dihitung. 

Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar pada banyak 

pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, pengadaan 

publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, indonesia perlu menghubungkan kajian daya dukung dengan tata ruang 

darat-laut dan keputusan fiskal. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain yang tidak seragam. 

Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber daya, sementara 

daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. Pendekatan ini 

bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis karena dibangun 

dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: baseline, indikator peringatan dini, batas izin, dan mekanisme 

penghentian harus dinyatakan sejak awal. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, 

baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi 

sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 

Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 
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ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Angka daya dukung bukan kepastian tunggal dan harus diperbarui 

ketika iklim, teknologi, atau populasi berubah. Klaim yang baik harus dapat menjawab: 

dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa 

lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih 

sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 

perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil daya dukung, daya tampung, dan ambang perubahan tidak 

selalu mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

5. Laut sebagai Infrastruktur Ekologis Nasional 

Laut adalah infrastruktur hidup yang menghubungkan pulau, mengatur iklim, menyediakan pangan, 

dan menopang budaya. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang 

dianggap bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak 

terlihat. Dalam ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas 

administrasi, melainkan meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan 

laut serta pulau dengan pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari 

output tahunan; ia harus dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, 

belajar, beradaptasi, dan pulih. 
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Secara mekanistik, arus, produktivitas primer, migrasi biota, terumbu, mangrove, dan lamun 

membentuk jaringan fungsi lintas wilayah. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan 

pada harga, kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang 

memperkuat atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, 

insentif, keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari 

kebiasaan memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan 

hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, kerusakan ekosistem laut mengurangi produktivitas sektor yang 

bergantung padanya dan memperbesar risiko publik. Analisis biaya konvensional perlu diperluas 

dari biaya privat menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi 

kewajiban di masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan 

produktivitas tidak dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk 

yang tersebar pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran 

pembiayaan sabar, pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, kebijakan indonesia harus memperlakukan kesehatan laut setara dengan 

jalan, listrik, dan telekomunikasi. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain yang tidak 

seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber daya, 

sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 

karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: belanja konservasi dan pemulihan perlu diposisikan sebagai investasi 

produktif jangka panjang. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, baseline, indikator 

hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi sejak awal harus 

dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. Kemitraan dengan 

dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil ekologis dan sosial, 

sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Valuasi moneter tidak boleh menghapus nilai intrinsik, identitas 

budaya, atau hak masyarakat pesisir. Klaim yang baik harus dapat menjawab: dibandingkan dengan 

baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa lama hasil bertahan, 

apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih sederhana telah 

dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari perubahan menjadi 

jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk mempertahankan struktur lama. 
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Dimensi waktu juga menentukan. Hasil laut sebagai infrastruktur ekologis nasional tidak selalu 

mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

6. Ekonomi Biru: Peluang dan Batas 

Ekonomi biru menjanjikan pertumbuhan dari sumber daya laut, tetapi hanya sah bila menjaga 

integritas ekosistem dan keadilan. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk 

apa yang dianggap bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat 

tidak terlihat. Dalam ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas 

administrasi, melainkan meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan 

laut serta pulau dengan pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari 

output tahunan; ia harus dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, 

belajar, beradaptasi, dan pulih. 

Secara mekanistik, perikanan, budidaya, energi, bioteknologi, pelayaran, wisata, dan jasa karbon 

saling berebut ruang serta kualitas lingkungan. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan 

pada harga, kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang 

memperkuat atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, 

insentif, keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari 

kebiasaan memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan 

hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, diversifikasi dapat memperkuat ketahanan, namun ekspansi serentak 

tanpa batas menimbulkan konflik dan akumulasi tekanan. Analisis biaya konvensional perlu 

diperluas dari biaya privat menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat 
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menjadi kewajiban di masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan 

produktivitas tidak dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk 

yang tersebar pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran 

pembiayaan sabar, pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks wilayah kepulauan tropis Indonesia, indonesia perlu membedakan kegiatan biru 

yang benar-benar berkelanjutan dari ekstraksi yang sekadar berganti label. Keragaman biofisik dan 

sosial menuntut desain yang tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, 

standar minimum, dan sumber daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi 

pelaksanaan terhadap karakter tempat. Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; 

justru ia membuat target lebih realistis karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, 

dan kapasitas implementasi yang sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: taksonomi, standar hasil, zonasi dinamis, dan evaluasi distribusi 

manfaat harus menjadi prasyarat pembiayaan. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, 

jadwal, baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji 

model, tetapi sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan 

dapat diperbaiki. Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba 

dengan hasil ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai 

informasi, waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Blue washing terjadi ketika warna laut dipakai untuk menutupi 

emisi, perampasan ruang, dan degradasi habitat. Klaim yang baik harus dapat menjawab: 

dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa 

lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih 

sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 

perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil ekonomi biru: peluang dan batas tidak selalu mengikuti 

kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, pembentukan 

kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara beberapa keputusan 

dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu menggabungkan 

indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. Pembiayaan serta 

kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa mengurangi 

akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 
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tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

7. Perikanan Tangkap Berkelanjutan dan Skala Kecil 

Perikanan berkelanjutan bergantung pada stok sehat, habitat berfungsi, data memadai, dan hak 

akses yang adil. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang dianggap 

bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak terlihat. Dalam 

ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas administrasi, melainkan 

meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan laut serta pulau dengan 

pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari output tahunan; ia harus 

dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, belajar, beradaptasi, dan 

pulih. 

Secara mekanistik, upaya tangkap, selektivitas alat, musim, ukuran ikan, rantai dingin, dan tata 

niaga menentukan hasil ekologis-ekonomi. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan 

pada harga, kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang 

memperkuat atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, 

insentif, keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari 

kebiasaan memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan 

hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, nilai yang hilang setelah panen dapat sama pentingnya dengan 

peningkatan hasil tangkap di laut. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat 

menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di 

masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak 

dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar 

pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, 

pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, nelayan kecil indonesia memerlukan perlindungan ruang, keselamatan, 

pembiayaan, informasi cuaca, dan posisi tawar. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain 

yang tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber 

daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 
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karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: pengelolaan berbasis wilayah perikanan harus terhubung dengan 

kelembagaan lokal dan pengawasan bersama. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, 

jadwal, baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji 

model, tetapi sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan 

dapat diperbaiki. Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba 

dengan hasil ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai 

informasi, waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Pembatasan tanpa alternatif pendapatan dan legitimasi sosial 

dapat memindahkan beban kepada kelompok rentan. Klaim yang baik harus dapat menjawab: 

dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa 

lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih 

sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 

perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil perikanan tangkap berkelanjutan dan skala kecil tidak selalu 

mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 
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8. Budidaya Laut dan Akuakultur Ekologis 

Akuakultur dapat memenuhi permintaan pangan tanpa menambah tekanan tangkap bila dirancang 

sesuai ekologi lokasi. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang 

dianggap bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak 

terlihat. Dalam ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas 

administrasi, melainkan meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan 

laut serta pulau dengan pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari 

output tahunan; ia harus dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, 

belajar, beradaptasi, dan pulih. 

Secara mekanistik, kepadatan, pakan, penyakit, limbah nutrien, genetika, dan keterhubungan arus 

menentukan jejak budidaya. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada harga, 

kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang memperkuat 

atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, insentif, 

keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari kebiasaan 

memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, sistem multi-trofik, rumput laut, kerang, dan teknologi pakan membuka 

peluang nilai tambah rendah dampak. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat 

menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di 

masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak 

dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar 

pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, 

pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, indonesia mempunyai keunggulan biogeografis, tetapi kapasitas 

lingkungan teluk dan kepemilikan lokal harus dijaga. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain 

yang tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber 

daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 

karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: izin perlu berbasis kapasitas kawasan, biosekuriti, pemantauan, serta 

pembagian ruang dengan nelayan. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, baseline, 

indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi sejak 

awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 
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Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 

ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Industrialisasi budidaya dapat mengulang konflik agraria di laut 

dan memusatkan risiko pada komunitas. Klaim yang baik harus dapat menjawab: dibandingkan 

dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa lama hasil 

bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih sederhana telah 

dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari perubahan menjadi 

jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil budidaya laut dan akuakultur ekologis tidak selalu mengikuti 

kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, pembentukan 

kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara beberapa keputusan 

dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu menggabungkan 

indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. Pembiayaan serta 

kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa mengurangi 

akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

9. Mangrove sebagai Benteng dan Modal Produktif 

Mangrove menghubungkan perlindungan pantai, pembesaran ikan, penyimpanan karbon, dan mata 

pencaharian. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang dianggap 

bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak terlihat. Dalam 

ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas administrasi, melainkan 

meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan laut serta pulau dengan 

pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari output tahunan; ia harus 

dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, belajar, beradaptasi, dan 

pulih. 
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Secara mekanistik, fungsi mangrove bergantung pada hidrologi, pasang surut, suplai sedimen, 

konektivitas, dan keberagaman spesies. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada 

harga, kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang 

memperkuat atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, 

insentif, keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari 

kebiasaan memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan 

hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, manfaat perlindungan dan perikanan sering lebih besar daripada 

keuntungan konversi jangka pendek. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat 

menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di 

masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak 

dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar 

pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, 

pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks wilayah kepulauan tropis Indonesia, indonesia memiliki kawasan mangrove luas 

sekaligus sejarah kehilangan akibat tambak, infrastruktur, dan perubahan lahan. Keragaman biofisik 

dan sosial menuntut desain yang tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, 

standar minimum, dan sumber daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi 

pelaksanaan terhadap karakter tempat. Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; 

justru ia membuat target lebih realistis karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, 

dan kapasitas implementasi yang sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: pemulihan harus mendahulukan hidrologi, hak tenurial, regenerasi 

alami, dan pengawasan jangka panjang. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, 

baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi 

sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 

Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 

ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Penanaman seremonial dan proyek karbon tanpa hak komunitas 

dapat menghasilkan kegagalan ekologis serta konflik. Klaim yang baik harus dapat menjawab: 

dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa 

lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih 

sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 
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perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil mangrove sebagai benteng dan modal produktif tidak selalu 

mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

10. Lamun, Terumbu Karang, dan Produktivitas Pesisir 

Lamun dan terumbu karang merupakan mesin produktivitas pesisir yang menopang pangan, wisata, 

dan perlindungan gelombang. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa 

yang dianggap bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak 

terlihat. Dalam ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas 

administrasi, melainkan meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan 

laut serta pulau dengan pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari 

output tahunan; ia harus dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, 

belajar, beradaptasi, dan pulih. 

Secara mekanistik, kualitas air, konektivitas habitat, suhu, sedimentasi, penangkapan, dan jangkar 

menentukan kesehatan ekosistem. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada 

harga, kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang 

memperkuat atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, 

insentif, keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari 

kebiasaan memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan 

hubungan. 
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Dari perspektif ekonomi, nilainya sering tidak tercatat karena manfaat tersebar dan tidak melalui 

transaksi pasar formal. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat menuju biaya 

sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di masa depan 

apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak dihitung. 

Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar pada banyak 

pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, pengadaan 

publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, kepulauan indonesia membutuhkan pengendalian pencemaran dari 

darat serta jejaring kawasan konservasi yang efektif. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain 

yang tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber 

daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 

karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: pemantauan masyarakat, mooring ramah lingkungan, pengelolaan 

wisata, dan restorasi selektif perlu digabungkan. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, 

jadwal, baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji 

model, tetapi sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan 

dapat diperbaiki. Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba 

dengan hasil ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai 

informasi, waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Restorasi teknis tidak dapat menggantikan pengurangan tekanan 

utama seperti limbah, pemanasan, dan penangkapan merusak. Klaim yang baik harus dapat 

menjawab: dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung 

biaya, berapa lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang 

lebih sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 

perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil lamun, terumbu karang, dan produktivitas pesisir tidak 

selalu mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 
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Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

11. Ketahanan Pangan dalam Jaringan Antarpulau 

Ketahanan pangan kepulauan membutuhkan kombinasi produksi lokal, perdagangan antarpulau, 

cadangan, dan gizi yang beragam. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk 

apa yang dianggap bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat 

tidak terlihat. Dalam ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas 

administrasi, melainkan meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan 

laut serta pulau dengan pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari 

output tahunan; ia harus dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, 

belajar, beradaptasi, dan pulih. 

Secara mekanistik, musim, cuaca laut, penyimpanan, kapal, pelabuhan, pasar, dan informasi harga 

membentuk ketersediaan nyata. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada harga, 

kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang memperkuat 

atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, insentif, 

keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari kebiasaan 

memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, pangan murah di pusat dapat menjadi mahal di pulau terpencil karena 

logistik, kehilangan, dan struktur pasar. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat 

menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di 

masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak 

dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar 

pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, 

pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 
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Dalam konteks Indonesia, indonesia perlu mengembangkan lumbung pangan yang sesuai 

agroekologi serta koridor laut yang andal. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain yang tidak 

seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber daya, 

sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 

karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: pengadaan publik, koperasi, cold chain, kebun pangan, dan 

diversifikasi protein harus dirancang sebagai sistem. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, 

jadwal, baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji 

model, tetapi sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan 

dapat diperbaiki. Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba 

dengan hasil ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai 

informasi, waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Obsesi swasembada komoditas tunggal dapat mengurangi 

keragaman pangan dan memperbesar ketergantungan input. Klaim yang baik harus dapat 

menjawab: dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung 

biaya, berapa lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang 

lebih sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 

perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil ketahanan pangan dalam jaringan antarpulau tidak selalu 

mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 
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organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

12. Ketahanan Air Pulau Kecil 

Air tawar merupakan batas paling ketat bagi banyak pulau kecil dan kota pesisir. Gagasan ini penting 

karena bahasa pembangunan membentuk apa yang dianggap bernilai, siapa yang dipandang 

sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak terlihat. Dalam ekonomi kepulauan, unit 

analisis tidak berhenti pada proyek atau batas administrasi, melainkan meluas ke sistem sosial-

ekologis yang menopang hubungan pulau dengan laut serta pulau dengan pulau lain. Dengan 

demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari output tahunan; ia harus dibaca dari 

perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, belajar, beradaptasi, dan pulih. 

Secara mekanistik, hujan, tutupan lahan, akuifer tipis, intrusi garam, kebocoran jaringan, pariwisata, 

dan sanitasi saling memengaruhi. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada harga, 

kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang memperkuat 

atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, insentif, 

keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari kebiasaan 

memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, krisis air menaikkan biaya rumah tangga, kesehatan, investasi, serta 

potensi konflik sosial. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat menuju biaya 

sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di masa depan 

apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak dihitung. 

Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar pada banyak 

pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, pengadaan 

publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks wilayah kepulauan tropis Indonesia, pulau-pulau indonesia memerlukan neraca air 

musiman dan perlindungan ketat terhadap daerah imbuhan. Keragaman biofisik dan sosial 

menuntut desain yang tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar 

minimum, dan sumber daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan 

terhadap karakter tempat. Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia 

membuat target lebih realistis karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan 

kapasitas implementasi yang sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: panen hujan, efisiensi, guna ulang, sanitasi aman, dan desalinasi 

terbarukan dapat disusun berlapis. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, baseline, 
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indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi sejak 

awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 

Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 

ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Teknologi pasokan baru berisiko menunda konservasi sumber dan 

menghasilkan residu atau biaya energi. Klaim yang baik harus dapat menjawab: dibandingkan 

dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa lama hasil 

bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih sederhana telah 

dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari perubahan menjadi 

jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil ketahanan air pulau kecil tidak selalu mengikuti kalender 

proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, pembentukan kepercayaan, dan 

pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara beberapa keputusan dapat mengunci 

kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu menggabungkan indikator awal, 

indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. Pembiayaan serta kelembagaan harus 

cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

13. Sistem Energi Kepulauan yang Tangguh 

Energi kepulauan harus mengurangi ketergantungan bahan bakar impor sekaligus meningkatkan 

keandalan dan keterjangkauan. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa 

yang dianggap bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak 

terlihat. Dalam ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas 

administrasi, melainkan meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan 

laut serta pulau dengan pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari 

output tahunan; ia harus dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, 

belajar, beradaptasi, dan pulih. 
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Secara mekanistik, mikrogrid, surya, angin, arus, penyimpanan, efisiensi, dan respons permintaan 

dapat membentuk sistem modular. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada 

harga, kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang 

memperkuat atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, 

insentif, keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari 

kebiasaan memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan 

hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, pengurangan biaya bahan bakar membuka ruang fiskal dan menciptakan 

pekerjaan pemeliharaan lokal. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat menuju 

biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di masa depan 

apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak dihitung. 

Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar pada banyak 

pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, pengadaan 

publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, indonesia dapat memprioritaskan pulau diesel mahal sebagai 

laboratorium transisi energi bersih. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain yang tidak 

seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber daya, 

sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 

karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: pengadaan harus menggabungkan teknologi, pelatihan operator, suku 

cadang, pembiayaan, dan tata kelola tarif. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, 

baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi 

sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 

Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 

ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Proyek dapat menjadi aset mangkrak bila desain mengabaikan 

korosi, cuaca, kemampuan teknis, dan kepemilikan. Klaim yang baik harus dapat menjawab: 

dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa 

lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih 

sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 
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perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil sistem energi kepulauan yang tangguh tidak selalu mengikuti 

kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, pembentukan 

kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara beberapa keputusan 

dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu menggabungkan 

indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. Pembiayaan serta 

kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa mengurangi 

akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

14. Ekonomi Sirkular untuk Ruang yang Terbatas 

Keterbatasan lahan pembuangan membuat ekonomi sirkular sangat relevan bagi pulau. Gagasan ini 

penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang dianggap bernilai, siapa yang 

dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak terlihat. Dalam ekonomi kepulauan, 

unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas administrasi, melainkan meluas ke sistem sosial-

ekologis yang menopang hubungan pulau dengan laut serta pulau dengan pulau lain. Dengan 

demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari output tahunan; ia harus dibaca dari 

perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, belajar, beradaptasi, dan pulih. 

Secara mekanistik, pencegahan, desain ulang, guna ulang, perbaikan, pemilahan, kompos, dan 

logistik balik mengurangi kebocoran ke laut. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan 

pada harga, kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang 

memperkuat atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, 

insentif, keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari 

kebiasaan memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan 

hubungan. 
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Dari perspektif ekonomi, material yang dipertahankan nilainya mengurangi impor dan membuka 

usaha lokal. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat menuju biaya sistem dan 

nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di masa depan apabila 

pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak dihitung. Sebaliknya, 

investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar pada banyak pihak dan 

baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, pengadaan publik, dan 

pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, pulau wisata dan kota pesisir indonesia dapat membangun sistem 

deposit, refill, kompos, dan tanggung jawab produsen. Keragaman biofisik dan sosial menuntut 

desain yang tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan 

sumber daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter 

tempat. Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih 

realistis karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi 

yang sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: infrastruktur harus disesuaikan dengan volume, jarak pasar sekunder, 

dan integrasi pekerja informal. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, baseline, 

indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi sejak 

awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 

Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 

ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Fasilitas daur ulang besar tidak selalu efisien; teknologi yang salah 

dapat menciptakan biaya dan emisi baru. Klaim yang baik harus dapat menjawab: dibandingkan 

dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa lama hasil 

bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih sederhana telah 

dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari perubahan menjadi 

jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil ekonomi sirkular untuk ruang yang terbatas tidak selalu 

mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 
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Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

15. Pelabuhan Hijau dan Konektivitas Rendah Karbon 

Pelabuhan adalah simpul ekonomi sekaligus titik konsentrasi emisi, limbah, spesies invasif, dan 

perubahan garis pantai. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang 

dianggap bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak 

terlihat. Dalam ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas 

administrasi, melainkan meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan 

laut serta pulau dengan pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari 

output tahunan; ia harus dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, 

belajar, beradaptasi, dan pulih. 

Secara mekanistik, desain alur, energi darat, bahan bakar, bongkar muat, sedimentasi, dan 

hubungan kota-pelabuhan menentukan dampak. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. 

Perubahan pada harga, kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan 

balik yang memperkuat atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, 

aliran, aktor, insentif, keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan 

kebijakan dari kebiasaan memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari 

struktur dan hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, efisiensi pelabuhan menurunkan biaya logistik, tetapi manfaat harus 

menjangkau wilayah belakang dan pulau kecil. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya 

privat menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban 

di masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak 

dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar 

pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, 

pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks wilayah kepulauan tropis Indonesia, indonesia memerlukan hierarki pelabuhan yang 

selaras dengan ekologi teluk dan kebutuhan pelayanan dasar. Keragaman biofisik dan sosial 

menuntut desain yang tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar 
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minimum, dan sumber daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan 

terhadap karakter tempat. Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia 

membuat target lebih realistis karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan 

kapasitas implementasi yang sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: standar emisi, shore power, pengelolaan limbah kapal, elektrifikasi, 

dan restorasi penyangga perlu diintegrasikan. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, 

baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi 

sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 

Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 

ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Pembangunan pelabuhan berlebih dapat mengunci utang, 

merusak habitat, dan memindahkan manfaat ke koridor tertentu. Klaim yang baik harus dapat 

menjawab: dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung 

biaya, berapa lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang 

lebih sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 

perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil pelabuhan hijau dan konektivitas rendah karbon tidak selalu 

mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 
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16. Tol Laut sebagai Jaringan Pelayanan dan Nilai 

Konektivitas laut harus diukur dari keterjangkauan, keteraturan, muatan balik, dan dampaknya pada 

ekonomi lokal. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang dianggap 

bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak terlihat. Dalam 

ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas administrasi, melainkan 

meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan laut serta pulau dengan 

pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari output tahunan; ia harus 

dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, belajar, beradaptasi, dan 

pulih. 

Secara mekanistik, jadwal, konsolidasi kargo, informasi, pergudangan, kapal, subsidi, dan 

kompetisi membentuk kinerja jaringan. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada 

harga, kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang 

memperkuat atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, 

insentif, keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari 

kebiasaan memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan 

hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, kapal yang datang penuh tetapi kembali kosong menunjukkan hubungan 

perdagangan yang belum seimbang. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat 

menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di 

masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak 

dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar 

pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, 

pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, program tol laut indonesia dapat berkembang dari subsidi angkut menjadi 

ekosistem produksi dan distribusi antarpulau. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain yang 

tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber 

daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 

karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: pengembangan komoditas lokal, standar mutu, agregator, data 

muatan, dan kontrak layanan perlu disatukan. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, 

baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi 
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sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 

Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 

ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Konektivitas dapat mempercepat ekstraksi atau mematikan usaha 

lokal bila struktur pasar tidak diperbaiki. Klaim yang baik harus dapat menjawab: dibandingkan 

dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa lama hasil 

bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih sederhana telah 

dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari perubahan menjadi 

jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil tol laut sebagai jaringan pelayanan dan nilai tidak selalu 

mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

17. Pariwisata Pulau dalam Batas Ekologis 

Pariwisata pulau bergantung pada kualitas tempat yang mudah rusak oleh keberhasilannya sendiri. 

Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang dianggap bernilai, siapa 

yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak terlihat. Dalam ekonomi 

kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas administrasi, melainkan meluas ke 

sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan laut serta pulau dengan pulau lain. 

Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari output tahunan; ia harus dibaca dari 

perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, belajar, beradaptasi, dan pulih. 
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Secara mekanistik, kapasitas kunjungan dipengaruhi air, limbah, energi, transportasi, habitat, 

perumahan, dan penerimaan sosial. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada 

harga, kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang 

memperkuat atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, 

insentif, keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari 

kebiasaan memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan 

hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, pendapatan tinggi dapat bocor keluar bila kepemilikan, pasokan, dan 

tenaga terampil tidak tumbuh lokal. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat 

menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di 

masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak 

dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar 

pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, 

pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, destinasi indonesia memerlukan batas berbasis ekologi, diferensiasi 

pasar, dan peningkatan nilai per kunjungan. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain yang 

tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber 

daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 

karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: retribusi konservasi, standar bangunan, sertifikasi operator, dan 

kepemilikan komunitas harus saling mendukung. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, 

jadwal, baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji 

model, tetapi sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan 

dapat diperbaiki. Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba 

dengan hasil ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai 

informasi, waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Premiumisasi tanpa keadilan dapat menggusur warga dan 

mengubah pulau menjadi enklave konsumsi. Klaim yang baik harus dapat menjawab: dibandingkan 

dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa lama hasil 

bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih sederhana telah 

dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari perubahan menjadi 

jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk mempertahankan struktur lama. 
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Dimensi waktu juga menentukan. Hasil pariwisata pulau dalam batas ekologis tidak selalu 

mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

18. Kota Pesisir, Permukiman, dan Infrastruktur Adaptif 

Kota pesisir adalah pusat pertumbuhan kepulauan sekaligus wilayah paparan banjir, abrasi, panas, 

dan penurunan tanah. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang 

dianggap bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak 

terlihat. Dalam ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas 

administrasi, melainkan meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan 

laut serta pulau dengan pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari 

output tahunan; ia harus dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, 

belajar, beradaptasi, dan pulih. 

Secara mekanistik, drainase, air tanah, reklamasi, ruang biru-hijau, perumahan, transportasi, dan 

ekosistem pantai berinteraksi. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada harga, 

kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang memperkuat 

atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, insentif, 

keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari kebiasaan 

memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, infrastruktur adaptif menghindari kerugian berulang dan mempertahankan 

fungsi ekonomi ketika bencana terjadi. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat 

menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di 

masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak 
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dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar 

pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, 

pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks wilayah kepulauan tropis Indonesia, kota-kota pesisir indonesia membutuhkan 

pembatasan ekstraksi air tanah serta perlindungan zona penyangga. Keragaman biofisik dan sosial 

menuntut desain yang tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar 

minimum, dan sumber daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan 

terhadap karakter tempat. Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia 

membuat target lebih realistis karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan 

kapasitas implementasi yang sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: solusi berbasis alam harus dipadukan dengan standar bangunan, 

evakuasi, layanan dasar, dan relokasi berkeadilan. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, 

jadwal, baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji 

model, tetapi sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan 

dapat diperbaiki. Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba 

dengan hasil ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai 

informasi, waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Tanggul tunggal dapat memindahkan risiko, memicu 

pembangunan baru di zona bahaya, dan mengunci biaya. Klaim yang baik harus dapat menjawab: 

dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa 

lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih 

sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 

perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil kota pesisir, permukiman, dan infrastruktur adaptif tidak 

selalu mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 
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mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

19. Pulau Kecil Terluar dan Kedaulatan yang Berkehidupan 

Kedaulatan pulau terluar ditopang oleh komunitas yang sehat, layanan dasar, ekonomi layak, dan 

ekosistem produktif. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang 

dianggap bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak 

terlihat. Dalam ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas 

administrasi, melainkan meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan 

laut serta pulau dengan pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari 

output tahunan; ia harus dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, 

belajar, beradaptasi, dan pulih. 

Secara mekanistik, kehadiran negara harus tampak melalui transportasi, kesehatan, pendidikan, 

komunikasi, keselamatan, dan hak sumber daya. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. 

Perubahan pada harga, kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan 

balik yang memperkuat atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, 

aliran, aktor, insentif, keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan 

kebijakan dari kebiasaan memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari 

struktur dan hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, investasi manusia dan layanan sering lebih strategis daripada proyek fisik 

simbolik. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat menuju biaya sistem dan nilai 

jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di masa depan apabila 

pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak dihitung. Sebaliknya, 

investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar pada banyak pihak dan 

baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, pengadaan publik, dan 

pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, indonesia perlu memperlakukan pulau terluar sebagai beranda kerja 

sama dan pusat pengetahuan maritim. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain yang tidak 

seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber daya, 

sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 
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karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: paket kebijakan harus berbeda menurut fungsi pertahanan, perikanan, 

konservasi, perdagangan, dan budaya. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, 

baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi 

sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 

Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 

ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Sekuritisasi berlebihan dapat mengecilkan ruang warga, 

sementara pengabaian membuka eksploitasi ilegal. Klaim yang baik harus dapat menjawab: 

dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa 

lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih 

sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 

perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil pulau kecil terluar dan kedaulatan yang berkehidupan tidak 

selalu mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 
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20. Keanekaragaman Hayati sebagai Basis Inovasi 

Keanekaragaman hayati kepulauan adalah sumber ketahanan, pengetahuan, pangan, obat, dan 

inovasi. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang dianggap bernilai, 

siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak terlihat. Dalam ekonomi 

kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas administrasi, melainkan meluas ke 

sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan laut serta pulau dengan pulau lain. 

Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari output tahunan; ia harus dibaca dari 

perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, belajar, beradaptasi, dan pulih. 

Secara mekanistik, endemisme tinggi membuat kehilangan habitat pada satu pulau dapat berarti 

kepunahan global. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada harga, kontrak, akses 

lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang memperkuat atau justru 

merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, insentif, keterlambatan, 

ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari kebiasaan memilih satu 

solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, bioprospeksi dan ekonomi hayati dapat menciptakan nilai bila akses, 

manfaat, dan hak pengetahuan diatur adil. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya 

privat menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban 

di masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak 

dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar 

pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, 

pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, indonesia perlu menghubungkan konservasi dengan riset, koleksi ilmiah, 

bioinformatika, dan usaha lokal. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain yang tidak 

seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber daya, 

sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 

karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: protokol akses dan pembagian manfaat harus diterapkan bersama 

perlindungan habitat serta data. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, baseline, 

indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi sejak 

awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 

Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Ekonomi Kepulauan dan Kelangsungan Ekologi: Model Pembangunan Berkelanjutan untuk 
Indonesia 

39 

ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Komersialisasi tanpa persetujuan dapat menjadi biopiracy, 

sedangkan pembatasan berlebih dapat menghambat riset. Klaim yang baik harus dapat menjawab: 

dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa 

lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih 

sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 

perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil keanekaragaman hayati sebagai basis inovasi tidak selalu 

mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

21. Pengetahuan Adat dan Kelembagaan Lokal 

Masyarakat kepulauan menyimpan pengetahuan musim, arus, spesies, larangan, dan pembagian 

ruang yang dibangun lama. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang 

dianggap bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak 

terlihat. Dalam ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas 

administrasi, melainkan meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan 

laut serta pulau dengan pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari 

output tahunan; ia harus dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, 

belajar, beradaptasi, dan pulih. 
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Secara mekanistik, pranata seperti sasi dan awig-awig bekerja melalui legitimasi, pengawasan 

sosial, ritus, dan adaptasi. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada harga, 

kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang memperkuat 

atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, insentif, 

keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari kebiasaan 

memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, kelembagaan lokal mengurangi biaya pengawasan serta menjaga manfaat 

ketika diakui dan diperkuat. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat menuju 

biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di masa depan 

apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak dihitung. 

Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar pada banyak 

pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, pengadaan 

publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks wilayah kepulauan tropis Indonesia, indonesia memiliki keragaman tata kelola adat 

yang dapat melengkapi ilmu dan hukum formal. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain 

yang tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber 

daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 

karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: pemetaan partisipatif, pengakuan hak, ko-manajemen, dan 

dokumentasi lintas generasi perlu diprioritaskan. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, 

jadwal, baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji 

model, tetapi sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan 

dapat diperbaiki. Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba 

dengan hasil ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai 

informasi, waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Romantisasi adat harus dihindari karena kekuasaan internal, 

perubahan pasar, dan konflik juga perlu diperiksa. Klaim yang baik harus dapat menjawab: 

dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa 

lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih 

sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 

perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 
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Dimensi waktu juga menentukan. Hasil pengetahuan adat dan kelembagaan lokal tidak selalu 

mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

22. Tata Ruang Terpadu Darat-Laut 

Tata ruang kepulauan harus menghubungkan kegiatan hulu, pesisir, laut, dan pulau-pulau yang 

berbagi ekosistem. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang 

dianggap bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak 

terlihat. Dalam ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas 

administrasi, melainkan meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan 

laut serta pulau dengan pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari 

output tahunan; ia harus dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, 

belajar, beradaptasi, dan pulih. 

Secara mekanistik, sedimen, nutrien, sampah, arus, migrasi ikan, dan pelayaran melampaui garis 

administrasi. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada harga, kontrak, akses 

lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang memperkuat atau justru 

merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, insentif, keterlambatan, 

ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari kebiasaan memilih satu 

solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, koordinasi ruang mengurangi konflik, ketidakpastian investasi, dan 

kerusakan kumulatif. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat menuju biaya 

sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di masa depan 

apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak dihitung. 
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Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar pada banyak 

pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, pengadaan 

publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, indonesia perlu menyelaraskan rencana darat, zonasi laut, wilayah 

perikanan, konservasi, dan risiko bencana. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain yang 

tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber 

daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 

karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: platform data bersama, penilaian kumulatif, konsultasi bermakna, dan 

mekanisme sengketa harus dibangun. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, 

baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi 

sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 

Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 

ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Peta dapat membekukan dinamika dan menyingkirkan 

penggunaan musiman atau hak yang tidak terdokumentasi. Klaim yang baik harus dapat menjawab: 

dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa 

lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih 

sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 

perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil tata ruang terpadu darat-laut tidak selalu mengikuti kalender 

proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, pembentukan kepercayaan, dan 

pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara beberapa keputusan dapat mengunci 

kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu menggabungkan indikator awal, 

indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. Pembiayaan serta kelembagaan harus 

cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 
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pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

23. Pemerintahan Gugus Pulau dan Koordinasi Lintas Batas 

Masalah kepulauan sering tidak sesuai dengan batas kabupaten, provinsi, atau sektor kementerian. 

Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang dianggap bernilai, siapa 

yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak terlihat. Dalam ekonomi 

kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas administrasi, melainkan meluas ke 

sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan laut serta pulau dengan pulau lain. 

Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari output tahunan; ia harus dibaca dari 

perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, belajar, beradaptasi, dan pulih. 

Secara mekanistik, gugus pulau berbagi pasar, ekosistem, rute, risiko, dan kebutuhan layanan yang 

memerlukan keputusan bersama. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada harga, 

kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang memperkuat 

atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, insentif, 

keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari kebiasaan 

memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, koordinasi yang baik mengurangi duplikasi infrastruktur dan 

memungkinkan ekonomi skala tanpa sentralisasi berlebihan. Analisis biaya konvensional perlu 

diperluas dari biaya privat menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat 

menjadi kewajiban di masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan 

produktivitas tidak dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk 

yang tersebar pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran 

pembiayaan sabar, pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, indonesia dapat membangun forum gugus pulau dengan mandat, data, 

anggaran, dan akuntabilitas jelas. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain yang tidak 

seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber daya, 

sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 

karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 
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Implikasi kebijakannya jelas: kontrak antardaerah, badan layanan bersama, dan transfer berbasis 

hasil dapat mendukung kolaborasi. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, baseline, 

indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi sejak 

awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 

Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 

ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Lembaga baru hanya menambah birokrasi bila kewenangan dan 

insentif lama tidak diselaraskan. Klaim yang baik harus dapat menjawab: dibandingkan dengan 

baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa lama hasil bertahan, 

apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih sederhana telah 

dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari perubahan menjadi 

jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil pemerintahan gugus pulau dan koordinasi lintas batas tidak 

selalu mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

24. Keadilan Antarpulau dan Distribusi Nilai 

Keadilan antarpulau menilai siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung kerusakan, dan siapa 

memiliki suara. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang dianggap 

bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak terlihat. Dalam 

ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas administrasi, melainkan 

meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan laut serta pulau dengan 
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pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari output tahunan; ia harus 

dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, belajar, beradaptasi, dan 

pulih. 

Secara mekanistik, rente sumber daya, struktur harga, transfer fiskal, kepemilikan, upah, dan akses 

layanan menentukan distribusi. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada harga, 

kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang memperkuat 

atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, insentif, 

keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari kebiasaan 

memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, pertumbuhan nasional dapat beriringan dengan kemiskinan lokal bila nilai 

keluar dan biaya menetap di pulau produksi. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya 

privat menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban 

di masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak 

dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar 

pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, 

pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks wilayah kepulauan tropis Indonesia, indonesia perlu mengukur retensi nilai lokal 

serta kesenjangan layanan dan risiko ekologis antarpulau. Keragaman biofisik dan sosial menuntut 

desain yang tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan 

sumber daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter 

tempat. Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih 

realistis karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi 

yang sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: dana bagi hasil, kepemilikan masyarakat, kontrak manfaat, dan 

standar layanan minimum harus diperkuat. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, 

baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi 

sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 

Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 

ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Lokalisme sempit juga berisiko menutup solidaritas nasional dan 

mobilitas yang dibutuhkan. Klaim yang baik harus dapat menjawab: dibandingkan dengan baseline 

apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa lama hasil bertahan, apakah 

tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih sederhana telah dipertimbangkan. 
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Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari perubahan menjadi jargon pemasaran, 

skema rente baru, atau alat legitimasi untuk mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil keadilan antarpulau dan distribusi nilai tidak selalu 

mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

25. Perubahan Iklim, Bencana, dan Mobilitas 

Pulau menghadapi kenaikan muka laut, gelombang ekstrem, pemanasan laut, kekeringan, dan 

perubahan stok ikan. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang 

dianggap bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak 

terlihat. Dalam ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas 

administrasi, melainkan meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan 

laut serta pulau dengan pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari 

output tahunan; ia harus dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, 

belajar, beradaptasi, dan pulih. 

Secara mekanistik, bahaya iklim berinteraksi dengan kemiskinan, lokasi aset, degradasi ekosistem, 

dan kapasitas pemerintahan. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada harga, 

kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang memperkuat 

atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, insentif, 

keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari kebiasaan 

memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan hubungan. 
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Dari perspektif ekonomi, adaptasi yang baik menjaga layanan dan mata pencaharian, sedangkan 

kegagalan menciptakan kerugian berantai. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya 

privat menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban 

di masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak 

dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar 

pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, 

pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, indonesia perlu menyiapkan profil risiko pulau, pembiayaan pra-

bencana, dan jalur mobilitas bermartabat. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain yang 

tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber 

daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 

karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: perlindungan ekosistem, sistem peringatan, bangunan adaptif, 

asuransi, dan relokasi perlu menjadi portofolio. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, 

jadwal, baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji 

model, tetapi sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan 

dapat diperbaiki. Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba 

dengan hasil ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai 

informasi, waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Adaptasi dapat menjadi maladaptasi bila melindungi aset bernilai 

tinggi sambil memindahkan risiko kepada warga. Klaim yang baik harus dapat menjawab: 

dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa 

lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih 

sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 

perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil perubahan iklim, bencana, dan mobilitas tidak selalu 

mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 
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Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

26. Pembiayaan Biru dan Investasi Berbasis Hasil 

Pembiayaan biru harus menghubungkan modal dengan hasil ekologis dan sosial yang terukur, bukan 

sekadar sektor kelautan. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang 

dianggap bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak 

terlihat. Dalam ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas 

administrasi, melainkan meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan 

laut serta pulau dengan pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari 

output tahunan; ia harus dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, 

belajar, beradaptasi, dan pulih. 

Secara mekanistik, obligasi, blended finance, dana konservasi, asuransi, dan pembayaran jasa 

memerlukan arus kas serta verifikasi. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada 

harga, kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang 

memperkuat atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, 

insentif, keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari 

kebiasaan memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan 

hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, investasi jangka panjang dapat membiayai pemulihan yang manfaatnya 

tersebar pada banyak penerima. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat 

menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di 

masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak 

dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar 

pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, 

pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 
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Dalam konteks Indonesia, indonesia berpeluang membangun portofolio tingkat gugus pulau agar 

proyek kecil menjadi layak dibiayai. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain yang tidak 

seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber daya, 

sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 

karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: taksonomi, baseline, safeguard, transparansi biaya, dan pembagian 

manfaat harus menjadi standar. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, baseline, 

indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi sejak 

awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 

Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 

ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Utang dan klaim dampak dapat membebani publik bila risiko 

dipindahkan atau tambahan manfaat tidak terbukti. Klaim yang baik harus dapat menjawab: 

dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa 

lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih 

sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 

perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil pembiayaan biru dan investasi berbasis hasil tidak selalu 

mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 
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organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

27. Fiskal Ekologis dan Pengadaan Publik 

Anggaran menentukan apakah pulau didorong mengejar ekstraksi atau diberi insentif menjaga 

modal alam. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang dianggap 

bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak terlihat. Dalam 

ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas administrasi, melainkan 

meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan laut serta pulau dengan 

pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari output tahunan; ia harus 

dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, belajar, beradaptasi, dan 

pulih. 

Secara mekanistik, transfer, pajak, subsidi, royalti, tarif, dan pengadaan mengubah perilaku 

pemerintah, perusahaan, serta rumah tangga. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan 

pada harga, kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang 

memperkuat atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, 

insentif, keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari 

kebiasaan memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan 

hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, insentif yang tepat dapat menutup kesenjangan biaya awal dan 

menciptakan pasar bagi solusi berkelanjutan. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya 

privat menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban 

di masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak 

dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar 

pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, 

pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks wilayah kepulauan tropis Indonesia, indonesia perlu memperluas transfer fiskal 

ekologis dan mengoreksi subsidi yang meningkatkan tekanan laut. Keragaman biofisik dan sosial 

menuntut desain yang tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar 

minimum, dan sumber daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan 

terhadap karakter tempat. Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia 

membuat target lebih realistis karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan 

kapasitas implementasi yang sebenarnya. 
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Implikasi kebijakannya jelas: pengadaan kapal, pangan, energi, konstruksi, dan layanan harus 

memakai kriteria siklus hidup serta manfaat lokal. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, 

jadwal, baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji 

model, tetapi sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan 

dapat diperbaiki. Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba 

dengan hasil ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai 

informasi, waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Reformasi harga tanpa perlindungan sosial dapat menambah 

beban hidup di pulau terpencil. Klaim yang baik harus dapat menjawab: dibandingkan dengan 

baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa lama hasil bertahan, 

apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih sederhana telah 

dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari perubahan menjadi 

jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil fiskal ekologis dan pengadaan publik tidak selalu mengikuti 

kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, pembentukan 

kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara beberapa keputusan 

dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu menggabungkan 

indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. Pembiayaan serta 

kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa mengurangi 

akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

28. Akuntansi Ekosistem dan Indikator Ekonomi Kepulauan 

PDB tidak mencatat penyusutan stok ikan, abrasi, kehilangan karang, atau ketidaksetaraan akses 

layanan. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang dianggap bernilai, 

siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak terlihat. Dalam ekonomi 

kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas administrasi, melainkan meluas ke 

sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan laut serta pulau dengan pulau lain. 
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Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari output tahunan; ia harus dibaca dari 

perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, belajar, beradaptasi, dan pulih. 

Secara mekanistik, akuntansi ekosistem menghubungkan luas, kondisi, jasa, pengguna, dan nilai 

dengan keputusan ekonomi. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada harga, 

kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang memperkuat 

atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, insentif, 

keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari kebiasaan 

memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, indikator yang baik menunjukkan trade-off dan mencegah pertumbuhan 

semu melalui likuidasi aset alam. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat 

menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di 

masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak 

dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar 

pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, 

pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, indonesia dapat menggabungkan indeks ekonomi biru, kualitas 

lingkungan, kerentanan, dan retensi nilai lokal. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain yang 

tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber 

daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 

karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: dashboard pulau perlu memuat kondisi ekologi, biaya hidup, layanan, 

pekerjaan, emisi, dan ketahanan. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, baseline, 

indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi sejak 

awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 

Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 

ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Indeks komposit dapat menyembunyikan kerusakan kritis bila 

agregasi memungkinkan kompensasi yang keliru. Klaim yang baik harus dapat menjawab: 

dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa 

lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih 

sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 
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perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil akuntansi ekosistem dan indikator ekonomi kepulauan tidak 

selalu mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

29. Data Digital, Pemantauan, dan Pemerintahan Cerdas 

Teknologi digital dapat mengatasi jarak informasi melalui citra satelit, sensor, logbook, dan layanan 

jarak jauh. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang dianggap 

bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak terlihat. Dalam 

ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas administrasi, melainkan 

meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan laut serta pulau dengan 

pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari output tahunan; ia harus 

dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, belajar, beradaptasi, dan 

pulih. 

Secara mekanistik, data yang terhubung mempercepat deteksi illegal fishing, perubahan habitat, 

cuaca, harga, dan gangguan logistik. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada 

harga, kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang 

memperkuat atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, 

insentif, keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari 

kebiasaan memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan 

hubungan. 
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Dari perspektif ekonomi, informasi publik menurunkan ketidakpastian dan membuka inovasi, tetapi 

kapasitas menggunakan data sama pentingnya. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari 

biaya privat menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi 

kewajiban di masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan 

produktivitas tidak dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk 

yang tersebar pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran 

pembiayaan sabar, pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, indonesia perlu membangun arsitektur data laut-pulau yang 

interoperabel dan dapat diakses daerah serta komunitas. Keragaman biofisik dan sosial menuntut 

desain yang tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan 

sumber daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter 

tempat. Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih 

realistis karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi 

yang sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: konektivitas, standar, hak data, keamanan, pelatihan, dan audit 

lapangan harus dikembangkan bersama. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, 

baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi 

sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 

Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 

ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Kesenjangan digital, pengawasan berlebihan, dan bias data dapat 

memperkuat ketimpangan. Klaim yang baik harus dapat menjawab: dibandingkan dengan baseline 

apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa lama hasil bertahan, apakah 

tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih sederhana telah dipertimbangkan. 

Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari perubahan menjadi jargon pemasaran, 

skema rente baru, atau alat legitimasi untuk mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil data digital, pemantauan, dan pemerintahan cerdas tidak 

selalu mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 
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Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

30. Pendidikan, Riset, dan Kapasitas Maritim 

Ekonomi kepulauan memerlukan manusia yang mampu berpikir lintas ekologi, teknik, ekonomi, 

budaya, dan kebijakan. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang 

dianggap bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak 

terlihat. Dalam ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas 

administrasi, melainkan meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan 

laut serta pulau dengan pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari 

output tahunan; ia harus dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, 

belajar, beradaptasi, dan pulih. 

Secara mekanistik, kampus, sekolah vokasi, laboratorium lapangan, komunitas, dan industri 

membentuk ekosistem pembelajaran. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada 

harga, kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang 

memperkuat atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, 

insentif, keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari 

kebiasaan memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan 

hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, kapasitas lokal mengurangi ketergantungan konsultan dan memperbesar 

kemampuan merawat infrastruktur. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat 

menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di 

masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak 

dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar 

pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, 

pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks wilayah kepulauan tropis Indonesia, perguruan tinggi indonesia dapat membangun 

jejaring observatorium pulau dan program berbasis masalah wilayah. Keragaman biofisik dan sosial 

menuntut desain yang tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar 
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minimum, dan sumber daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan 

terhadap karakter tempat. Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia 

membuat target lebih realistis karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan 

kapasitas implementasi yang sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: beasiswa, kurikulum, riset terapan, penyuluhan, serta karier teknis 

daerah perlu dipadukan. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, baseline, indikator 

hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi sejak awal harus 

dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. Kemitraan dengan 

dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil ekologis dan sosial, 

sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Pendidikan maritim tidak boleh hanya menghasilkan tenaga untuk 

industri tanpa etika ekologis dan kepekaan sosial. Klaim yang baik harus dapat menjawab: 

dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa 

lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih 

sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 

perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil pendidikan, riset, dan kapasitas maritim tidak selalu 

mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 
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31. Model Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Gugus Pulau 

Model gugus pulau menyatukan batas ekologis, layanan dasar, konektivitas, ekonomi lokal, dan tata 

kelola adaptif. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang dianggap 

bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak terlihat. Dalam 

ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas administrasi, melainkan 

meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan laut serta pulau dengan 

pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari output tahunan; ia harus 

dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, belajar, beradaptasi, dan 

pulih. 

Secara mekanistik, perencanaan dimulai dari diagnosis stok, aliran, risiko, hak, kapasitas, serta 

hubungan dengan pulau lain. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada harga, 

kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang memperkuat 

atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, insentif, 

keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari kebiasaan 

memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, portofolio kegiatan dipilih untuk meningkatkan ketahanan sekaligus nilai 

tambah dan kualitas ekosistem. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari biaya privat menuju 

biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi kewajiban di masa depan 

apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan produktivitas tidak dihitung. 

Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk yang tersebar pada banyak 

pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran pembiayaan sabar, pengadaan 

publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, indonesia dapat menerapkan model berbeda untuk gugus metropolitan, 

produksi, konservasi, wisata, dan perbatasan. Keragaman biofisik dan sosial menuntut desain yang 

tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan sumber 

daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter tempat. 

Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih realistis 

karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi yang 

sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: setiap model memerlukan baseline, paket investasi, lembaga 

koordinator, indikator, dan forum pembelajaran. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, 

jadwal, baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji 

model, tetapi sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan 
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dapat diperbaiki. Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba 

dengan hasil ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai 

informasi, waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Replikasi mekanis akan gagal karena solusi harus mengikuti 

sejarah, ekologi, budaya, dan kapasitas setempat. Klaim yang baik harus dapat menjawab: 

dibandingkan dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa 

lama hasil bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih 

sederhana telah dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari 

perubahan menjadi jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk 

mempertahankan struktur lama. 

Dimensi waktu juga menentukan. Hasil model pembangunan berkelanjutan berbasis gugus pulau 

tidak selalu mengikuti kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, 

pembentukan kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara 

beberapa keputusan dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu 

menggabungkan indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. 

Pembiayaan serta kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa 

mengurangi akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

32. Peta Jalan Indonesia 2026-2045 

Peta jalan kepulauan menghubungkan visi maritim 2045 dengan keputusan anggaran dan investasi 

mulai sekarang. Gagasan ini penting karena bahasa pembangunan membentuk apa yang dianggap 

bernilai, siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan kerusakan apa yang dibuat tidak terlihat. Dalam 

ekonomi kepulauan, unit analisis tidak berhenti pada proyek atau batas administrasi, melainkan 

meluas ke sistem sosial-ekologis yang menopang hubungan pulau dengan laut serta pulau dengan 

pulau lain. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat dinilai hanya dari output tahunan; ia harus 

dibaca dari perubahan kapasitas wilayah untuk mempertahankan fungsi, belajar, beradaptasi, dan 

pulih. 
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Secara mekanistik, tahap pertama membangun data serta batas; tahap kedua memperluas model; 

tahap ketiga mengunci transformasi. Hubungan sebab-akibatnya jarang linear. Perubahan pada 

harga, kontrak, akses lahan, teknologi, atau perilaku dapat memunculkan umpan balik yang 

memperkuat atau justru merusak hasil. Karena itu, intervensi perlu memetakan stok, aliran, aktor, 

insentif, keterlambatan, ambang, dan ketidakpastian. Pendekatan ini menjauhkan kebijakan dari 

kebiasaan memilih satu solusi teknis untuk persoalan yang sesungguhnya lahir dari struktur dan 

hubungan. 

Dari perspektif ekonomi, manfaat cepat pada energi, air, sampah, pangan, dan logistik dapat 

membangun legitimasi untuk reformasi lebih dalam. Analisis biaya konvensional perlu diperluas dari 

biaya privat menuju biaya sistem dan nilai jangka panjang. Penghematan hari ini dapat menjadi 

kewajiban di masa depan apabila pemeliharaan, remediasi, kesehatan, atau kehilangan 

produktivitas tidak dihitung. Sebaliknya, investasi pemulihan sering menciptakan manfaat majemuk 

yang tersebar pada banyak pihak dan baru tampak setelah beberapa tahun. Di sinilah peran 

pembiayaan sabar, pengadaan publik, dan pembagian manfaat menjadi menentukan. 

Dalam konteks Indonesia, indonesia perlu memilih gugus pulau percontohan yang mewakili 

keragaman barat, tengah, timur, kecil, dan metropolitan. Keragaman biofisik dan sosial menuntut 

desain yang tidak seragam. Kebijakan nasional perlu menetapkan arah, hak, standar minimum, dan 

sumber daya, sementara daerah serta komunitas mengadaptasi pelaksanaan terhadap karakter 

tempat. Pendekatan ini bukan alasan untuk menurunkan ambisi; justru ia membuat target lebih 

realistis karena dibangun dari data lokal, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas implementasi 

yang sebenarnya. 

Implikasi kebijakannya jelas: evaluasi lima tahunan harus mengoreksi kebijakan berdasarkan 

kondisi ekosistem dan kesejahteraan aktual. Tindakan harus dilengkapi penanggung jawab, jadwal, 

baseline, indikator hasil, anggaran, serta forum belajar. Pilot diperlukan untuk menguji model, tetapi 

sejak awal harus dirancang agar pengetahuan dapat dipindahkan dan kelemahan dapat diperbaiki. 

Kemitraan dengan dunia usaha hanya kredibel bila kontrak menyelaraskan laba dengan hasil 

ekologis dan sosial, sedangkan partisipasi hanya bermakna bila warga mempunyai informasi, 

waktu, dan pengaruh. 

Perspektif kritis tetap diperlukan. Peta jalan akan menjadi daftar proyek bila tidak disertai reformasi 

hak, insentif, koordinasi, dan akuntabilitas. Klaim yang baik harus dapat menjawab: dibandingkan 

dengan baseline apa, bagi siapa manfaat tercipta, siapa menanggung biaya, berapa lama hasil 

bertahan, apakah tekanan berpindah ke pulau lain, dan apakah pilihan yang lebih sederhana telah 

dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut melindungi ekonomi kepulauan dari perubahan menjadi 

jargon pemasaran, skema rente baru, atau alat legitimasi untuk mempertahankan struktur lama. 
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Dimensi waktu juga menentukan. Hasil peta jalan indonesia 2026-2045 tidak selalu mengikuti 

kalender proyek atau laporan tahunan. Proses biologis, perubahan perilaku, pembentukan 

kepercayaan, dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu, sementara beberapa keputusan 

dapat mengunci kerusakan selama puluhan tahun. Karena itu, evaluasi perlu menggabungkan 

indikator awal, indikator hasil antara, dan perubahan kondisi jangka panjang. Pembiayaan serta 

kelembagaan harus cukup lentur untuk menanggapi pengetahuan baru tanpa mengurangi 

akuntabilitas terhadap tujuan. 

Pada akhirnya, tema ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepulauan adalah kompetensi 

institusional. Ia membutuhkan kemampuan melihat keseluruhan tanpa kehilangan kekhasan 

tempat, mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, mengoreksi kesalahan, serta 

mempertahankan komitmen melampaui siklus politik dan bisnis. Kemajuan dapat dimulai dari satu 

pulau atau satu teluk, tetapi transformasi hanya terjadi ketika aturan, anggaran, data, budaya 

organisasi, dan distribusi kekuasaan bergerak searah. Inilah perbedaan antara proyek sektoral yang 

terisolasi dan ekonomi kepulauan yang benar-benar berkelanjutan. 

33. Sepuluh Agenda Strategis Ekonomi Kepulauan 2026-2035 

Menyusun neraca daya dukung setiap pulau: Petakan air, lahan, energi, pangan, limbah, 

biodiversitas, risiko iklim, dan kapasitas layanan sebagai dasar izin serta anggaran. 

Membangun pemerintahan berbasis gugus pulau: Bentuk koordinasi lintas kabupaten, provinsi, 

dan sektor bagi pulau-pulau yang berbagi pasar, ekosistem, rute, serta risiko. 

Menjadikan laut infrastruktur ekologis nasional: Tempatkan perlindungan mangrove, lamun, 

terumbu, stok ikan, dan kualitas air sebagai investasi produktif yang setara dengan infrastruktur 

fisik. 

Memperkuat pangan, air, dan energi lokal: Gabungkan produksi sesuai agroekologi, panen air, 

efisiensi, energi terbarukan, penyimpanan, serta cadangan untuk mengurangi kerentanan. 

Mentransformasikan konektivitas menjadi penciptaan nilai: Kembangkan tol laut, pelabuhan, 

cold chain, agregasi produksi, data muatan, dan muatan balik agar nilai tidak hanya mengalir ke 

pusat. 

Membangun ekonomi biru yang berkeadilan: Lindungi ruang nelayan kecil, batasi tekanan 

kumulatif, tingkatkan nilai pascapanen, dan pastikan manfaat baru dimiliki bersama. 

Mewujudkan pulau sirkular rendah sampah: Terapkan pencegahan, refill, guna ulang, kompos, 

deposit, tanggung jawab produsen, dan logistik balik yang sesuai skala. 
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Mendanai ketahanan dan pemulihan ekosistem: Gunakan transfer fiskal ekologis, pembiayaan 

biru, asuransi, dan pengadaan publik dengan safeguard serta verifikasi hasil. 

Membangun observatorium pulau Indonesia: Integrasikan citra, sensor, statistik, pengetahuan 

masyarakat, dan audit lapangan dalam dashboard kondisi ekologi serta kesejahteraan. 

Menjamin keadilan antarpulau: Ukur retensi nilai lokal, kesenjangan layanan, paparan risiko, 

kepemilikan, dan partisipasi agar transformasi tidak meninggalkan pulau kecil. 

Kesimpulan 

Ekonomi kepulauan bukan cabang kecil dari ekonomi regional, melainkan cara memahami 

Indonesia sesuai kenyataan geografis dan ekologisnya. Laut bukan pemisah antardaratan, tetapi 

ruang hidup yang menghubungkan pangan, iklim, perdagangan, budaya, dan kedaulatan. Pulau 

bukan sekadar lokasi proyek, melainkan sistem sosial-ekologis dengan batas, kerentanan, sejarah, 

dan kemampuan pembaruan yang khas. 

Kelangsungan ekologi menjadi fondasi produktivitas. Stok ikan, mangrove, lamun, terumbu karang, 

hutan, tanah, dan air tawar tidak berada di luar ekonomi; semuanya membentuk infrastruktur yang 

memungkinkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah berfungsi. Ketika modal alam tersebut 

menurun, biaya logistik, kesehatan, bencana, pangan, dan investasi meningkat, meskipun PDB 

jangka pendek masih tampak tumbuh. 

Model pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia harus menggabungkan standar nasional 

dengan desain berbasis pulau dan gugus pulau. Pemerintah pusat menjamin hak, batas, layanan 

minimum, data, dan solidaritas fiskal; daerah mengoordinasikan ruang dan investasi; komunitas 

membawa pengetahuan, legitimasi, dan pengawasan; dunia usaha menciptakan nilai dalam batas 

ekologis; kampus membangun ilmu serta kapasitas untuk belajar. 

Konektivitas harus berkembang dari agenda memindahkan barang menjadi agenda menciptakan 

nilai. Pelabuhan, tol laut, teknologi digital, energi, dan cold chain perlu memperkuat produksi lokal, 

mengurangi kehilangan, menciptakan muatan balik, dan memperluas akses layanan. Tanpa strategi 

tersebut, konektivitas dapat mempercepat aliran sumber daya keluar dan barang konsumsi masuk, 

sehingga ketergantungan justru semakin dalam. 

Indonesia 2045 yang tangguh adalah jaringan pulau yang saling mendukung: pulau kecil 

memperoleh layanan dan kesempatan, kota pesisir beradaptasi, ekonomi biru menjaga habitat, dan 

nilai sumber daya membangun kemampuan masyarakat setempat. Transformasi itu lahir dari ribuan 

keputusan tentang apa yang diizinkan, dibiayai, dibeli, diukur, diajarkan, serta dilindungi. Ketika 
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keputusan bergerak searah, ekonomi kepulauan menjadi arsitektur kemakmuran yang tidak 

merusak masa depan. 

Glossarium 

Akuifer pulau: Lapisan penyimpan air tanah pada pulau yang sering tipis dan rentan terhadap intrusi 

air laut. 

Blue economy: Pemanfaatan sumber daya laut untuk kesejahteraan dengan menjaga kesehatan 

ekosistem dan keadilan sosial. 

Blue washing: Penggunaan label ekonomi biru tanpa bukti kinerja ekologis dan sosial yang 

memadai. 

Daya dukung: Kemampuan lingkungan menyediakan ruang, sumber daya, dan fungsi bagi kegiatan 

serta populasi. 

Daya tampung: Kemampuan lingkungan menerima limbah atau tekanan tanpa kehilangan fungsi 

penting. 

Ekonomi kepulauan: Model ekonomi yang menempatkan pulau, gugus pulau, laut, dan hubungan 

antarpulau sebagai satu sistem. 

Ekonomi sirkular: Sistem yang mencegah limbah dan mempertahankan nilai produk, komponen, 

serta material selama mungkin. 

Gugus pulau: Kelompok pulau yang terhubung oleh ekologi, ekonomi, budaya, layanan, rute, atau 

risiko bersama. 

Insularitas: Kondisi kepulauan yang dicirikan batas ruang, keterisolasian relatif, dan 

ketergantungan pada arus eksternal. 

Intrusi air laut: Masuknya air asin ke akuifer air tawar akibat pengambilan berlebih, kenaikan muka 

laut, atau perubahan hidrologi. 

Jasa ekosistem: Manfaat penyediaan, pengaturan, budaya, dan penopang yang diperoleh manusia 

dari ekosistem. 

Keadilan antarpulau: Distribusi adil atas manfaat, biaya, layanan, risiko, kepemilikan, dan suara 

politik di antara pulau. 

Konektivitas ekologis: Hubungan antarhabitat yang memungkinkan perpindahan organisme, 

material, energi, dan proses kehidupan. 

Metabolisme pulau: Pemetaan stok dan aliran pangan, air, energi, material, uang, manusia, serta 

limbah dalam sistem pulau. 
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Muatan balik: Barang yang diangkut pada perjalanan kembali sehingga jaringan logistik tidak 

bergerak satu arah. 

Pembiayaan biru: Pembiayaan yang diarahkan kepada hasil laut dan pesisir yang terukur, 

berkelanjutan, dan berkeadilan. 

Pulau kecil: Pulau dengan luas dan sumber daya terbatas yang memiliki kerentanan tinggi terhadap 

tekanan serta guncangan. 

Retensi nilai lokal: Proporsi nilai ekonomi yang tetap beredar, dimiliki, dan diinvestasikan kembali 

di wilayah penghasil. 

Sasi: Pranata adat di sejumlah wilayah Indonesia timur yang mengatur penutupan dan pembukaan 

pemanfaatan sumber daya. 

Solusi berbasis alam: Tindakan melindungi, mengelola, atau memulihkan ekosistem untuk 

mengatasi tantangan sosial sekaligus memberi manfaat biodiversitas. 

Tata ruang darat-laut: Perencanaan terpadu yang menghubungkan penggunaan ruang di darat, 

pesisir, laut, dan daerah aliran sungai. 

Wilayah Pengelolaan Perikanan: Pembagian ruang pengelolaan perikanan Indonesia yang menjadi 

dasar pengaturan stok, usaha, dan pengawasan. 
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